
- 1 - 

Kuta, 4 April 2005  

Kepada Yth. 
Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia 
Markas Besar Kepolisian Republik 
Indonesia 
Jl. Trunojoyo no. 3 Jakarta  

Perihal : Laporan Pengaduan

   

Dengan hormat, 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : Harald Bleckert alias Made Sambu 
Jenis Kelamin : Laki- laki 
Umur : 49 tahun 
Agama : Hindu 
Pekerjaan : Karyawan Swasta 
Kewarganegaraan : Jerman 
Alamat : Banjar Tandeng Tibubeneng, Kuta Utara, Gang 

Mawar nomor 5, Badung, Bali.  

Dengan ini hendak m engajukan laporan pengaduan kehadapan Bapak 
Kapolr i sehubungan dengan Perbuatan Melanggar Hukum yang 
dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan kejaksaan di Bali baik 
terhadap perusahaan CV. Candi I nternet ( CI ) m aupun pribadi 
Direktur Utama yaitu Sang Ayu Made Karnasih.  

Tiada lain m aksud saya m enyam paikan laporan ini karena kewaj iban 
sebagai m asyarakat yang melihat perbuatan m elanggar hukum yang 
dilakukan oleh para penegak hukum. Atas laporan ini saya mem inta 
perlindungan hukum untuk dir i saya serta jam inan t indaklanjut atas 
laporan pengaduan saya ini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak 
Kapolr i agar m emerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali 
untuk menindaklanjuti laporan saya ini dengan sungguh-sungguh.  

Keterkaitan saya terhadap para korban tersebut diatas adalah sebagai 
berikut: 

 

Suami dari Sang Ayu Made Karnasih 

 

Orang tua dari anak di bawah um ur yang m enghadapi tekanan 
dari penyidik POLDA Bali 

 

Penanam modal di perusahaan CV. Candi Internet 

 

Karyawan CV. Candi Internet 
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Dengan ini saya sampaikan kronologi kejadian selengkapnya:

  
CV. Candi I nternet ( CI ) yang didirikan sesuai Akta Notaris I Putu 
Chandra, SH nomor 13 tanggal 2 Oktober 2001. (B-1)  

Pada awalnya CI hanya perusahaan yang m enyediakan jasa warnet 
dan web design kem udian baru pada April 2004 berencana untuk 
m enjadi I nternet Service Provider ( ISP) . Berbagai inform asi kam i 
kumpulkan mengenai cara menjadi I SP term asuk masalah perij inan. 
I nformasi yang kam i dapat bahwa ij in harus di dapat dari pusat 
(Jakarta) dan untuk itu ada uang yang harus dikeluarkan guna 
m enyuap pejabat yang berwenang agar perm ohonan dapat 
disetujui.  

Guna m enghindari perbuatan kr im inal tersebut kam i m enambah 
informasi dengan m elihat kegiatan usaha sejenis yang dilakukan para 
I SP yang ada di I ndonesia. Maka kam i m engetahui praktek subnet 
(B-2) yang dilakukan Indo.net Jakarta dengan suatu CV di Makasar. 
Selanjutnya kam i mencari m it ra ISP di Jakarta yang m emiliki ij in ISP 
nasional (B-3) namun belum membangun di Bali.  

Kem udian PLB m enawarkan dir i setelah mendapatkan konfirmasi dari 
seseorang di DirJen Postel bahwa subnet diperbolehkan. Maka pada 
tanggal 19 April 2004 antara PLB dan CI disepakat i Perjanj ian Kerja 
Sama subnet (B-4).  

Pada tanggal 23 September 2004 DirJen PosTel mengundang para ISP 
di Bali (ada belasan I SP nam un sebagian besar t idak m emiliki ij in 
sama sekali) guna mensosialisasikan UU Telekomunikasi terutama 
m engenai perij inan. Turut hadir sebagai undangan adalah: 2 jaksa 
pada Kejaksaan Tinggi Bali, 2 pejabat pada Dinas Perhubungan 
Propinsi Bali dan 2 perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS (B-5). 
Pada pertemuan tersebut para I SP dihimbau agar m engurus ij in dan 
diberikan waktu 3 ( t iga) bulan untuk m elengkapi perij inan. Ditegaskan 
lagi oleh penyelenggara bahwa sosialisasi ini akan dilanjutkan 
sehingga tidak akan ada penertiban dalam beberapa bulan kedepan.  

Namun belum genap satu bulan sejak pertem uan tersebut , ada aparat 
kepolisian dari Polda Bali (bukan dari bagian KORWAS yang turut hadir 
sebagai undangan) melakukan penggeledahan pada malam hari di CI . 
Berikut ini kejadiannya:  
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1. Penggeledahan  pada tanggal 22 Oktober 2004 dilakukan 
dengan paksa pada m alam hari ( setelah jam kantor) pada pukul 
19: 30 tanpa disetujui (bahkan ditentang) pem ilik rum ah namun 
penggeledahan tetap dilakukan tanpa didam pingi aparat desa, 
tanpa ij in khusus untuk itu dan tanpa BAP. Satu-satunya surat 
yang ditunjukkan polisi adalah Surat Tugas dari internal Polda 
Bali untuk penyidikan terhadap PT. Candi I nternet (Bukan CV. 
Candi I nternet ) . 3 Orang polisi tersebut adalah T3, T5 dan 
seorang polisi yang t idak diketahui ident itasnya, m ereka sem ua 
tanpa m enggunakan pakaian dan at r ibut polisi. Pihak CI 
mengatakan akan m emanggil advokat untuk menyaksikan 
proses penggeledahan itu nam un para polisi tersebut t idak m au 
peduli dan m elanjutkan kegiatan penggeledahan. Para polisi 
melakukan int im idasi, mem aksa karyawan CI untuk t idak 
menghalangi kegiatan m ereka kalau t idak m enurut i m aka polisi 
mengancam akan menangkap para karyawan. Berbagai perijinan 
ditanyakan polisi, kem udian m asuk ke dalam ruangan kerja 
dimana peralatan kerja disimpan lalu m engam bil foto beberapa 
kali tanpa persetujuan pemilik barang dan kantor.  

2. Penyitaan dilakukan keesokan harinya, tepatnya pada Hari Sabtu 
tanggal 23 Oktober 2004 pukul 12: 00 tanpa surat ij in dari 
Pengadilan Negeri dengan alasan karena mendesak. Saat 
ditunjukkan kelengkapan perij inan CI sebagai subnet atas ISP 
berij in nasional dari Jakarta, tanpa berpikir panjang dan tanpa 
pert im bangan intelektual bahkan tanpa mem baca surat perij inan 
yang dim iliki CI penyidik langsung m enyatakan bahwa Subnet 
itu ilegal dan langsung m enyita alat -alat m ilik CI . Penyidik t idak 
menyelidiki dahulu bagaim ana bentuk kerjasam a yang dilakukan 
ISP besar seperti Indo.net yang ternyata juga melakukan bentuk 
subnet serta penyidik t idak m engetahui ketentuan APJI I tentang 
subnet/franchise/reseller ( B-6) nam un langsung bert indak 
secara gegabah dan arogan; berter iak- teriak dan m em ukulkan 
ke atas meja surat-surat perijinan yang diberikan CI. 
Para penyidik t idak memiliki pengetahuan yang m emadai untuk 
melaksanakan tugas mereka namun nampak ada tujuan tertentu 
dibalik penggeledahan dan rencana penyitaan tersebut ; T3 
dengan suara yang mem ekakan telinga mem erintahkan 
karyawan CI untuk m embuka website CI , kemudian 
mengarahkan kepada satu halam an tertentu yaitu m encari price 
comparison dengan BL padahal bagian ini am at lah khusus dan 
merupakan persaingan bisnis antara CI dan BL, tetapi anehnya 
T3 langsung menuju pada hal tersebut padahal untuk 
pengetahuan yang secara umumpun T3 t idak m emaham inya 
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yaitu saat website CI dibuka, T3 menanyakan mana ij in website 
CI ??? Pertanyaan yang sangat konyol untuk ditanyakan oleh 
Penyidik dari Unit Cyber Crim e POLDA Bali karena masyarakat 
awampun m engetahui bahwa pembuatan website t idak 
mem erlukan ij in. Saat CI m enyampaikan pengetahuan tersebut , 
untuk m enutupi kebodohannya, T3 tetap bersikeras dengan 
mengatakan bahwa WEBSI TE DI I NDONESI A HARUS ADA 
I JI N! ! ! ! Kejadian ini dapat dijadikan prestasi tersendir i bagi 
jajaran Unit Cyber Crime POLDA Bali karena saat T3 menunjukan 
kebodohan itu disaksikan oleh rekan- rekan lainnya bahkan 
atasan yaitu T2 nam un semua penyidik t idak berkom entar 
KARENA MEREKA MEMANG TIDAK MEMAHAMINYA. Ada alasan 
khusus yang mengundang mereka m elakukan penyidikan 
terhadap CI. 
Kemudian para penyidik yang terdir i atas 3 ( t iga) polisi yang 
melakukan penggeledahan ditambah T2 serta 2 (dua) polisi 
lainnya yang berjaga diluar kantor CI m elakukan penyitaan 
dengan hanya memberikan Tanda Terima (B-7).   

3. Penyitaan yang dilakukan t idak sesuai ketentuan pasal 38 jo. 
129 KUHAP.  
a) Penyitaan tanpa ij in Ketua Pengadilan Negeri. Alasan 

m endesak adalah alasan yang t idak masuk akal dan terkesan 
ter lalu dibuat -buat . Tidak ada kem ungkinan bahwa benda-
benda tersebut dapat segera musnah, menimbulkan bahaya 
m aupun m enimbulkan kerusakan lingkungan secara luas j ika 
tidak segera disita. 

b) Seandainyapun dipaksakan alasan tersebut , mengapa 
penyitaan yang m endesak itu t idak dilakukan pada hari 
pertam a saat penyidik datang tetapi menunggu keesokan 
harinya padahal  saat hari pertama telah menunjukkan tanda-
tanda akan m elakukan penyitaan yaitu dengan m engam bil 
foto benda-benda tersebut tanpa persetujuan pemilik. 

c) Alasan m endesak sehingga t idak sem pat m eminta ij in 
penyitaan juga merupakan kejanggalan karena pada hari 
pertam a penyidik sempat m embawa surat tugas untuk 
m elakukan penyidikan terhadap PT. Candi I nternet dan 
kemudian keesokan harinya penyidik sempat mendapat surat 
tugas baru yaitu untuk m elakukan penyidikan terhadap CV. 
Candi Internet. 

d) Kedua benda yang disita, karena peruntukannya tem asuk 
dalam paham kebendaan- takbergerak, si pem ilik telah  
m enghubungkan benda-benda tersebut kepada kebendaan-
kebendaan tak bergeraknya. Benda tersebut digunakan untuk 
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m enjalankan usaha dalam suatu perusahaan yang berada 
dalam rangkaian peralatan kerja. Benda-benda itu tidak dapat 
dilepaskan dengan t idak m em utus, dim ana benda-benda itu 
dilekatkannya. Tanpa persetujuan pem ilik, T2 melepas sendir i 
rangkaian peralatan tersebut.  

4. Tanggal 24 Oktober 2004 karyawan CI , P3 m eminta penjelasan 
kepada rekan di Jakarta guna menanyakan perijinan ISP. Namun 
tanpa diduga berita tersebut disam paikan kepada I ndoWLI 
sehingga akhirnya m eluas melalui pem beritaan det ik.com (B-
8,9,10).  

5. Tanggal 25 Oktober 2005 P3 m enem ui T2 dengan maksud agar 
peralatan yang disita dapat dikem balikan atau set idak- tidaknya 
dipinjam kan kepada CI karena dengan diam bilnya alat -alat 
tersebut oleh polisi m aka CI t idak dapat bekerja sedangkan 
banyak karyawan yang m enggantungkan hidupnya pada 
kegiatan CI . Nam un perm ohonan tersebut ditolak dan T2 
meminta P3 untuk menyam paikan Surat Panggilan kepada P1 
agar hadir di Polda Bali guna pem eriksaan sebagai Tersangka 
(B-11).  

6. Atas dasar simpat i terhadap musibah yang menim pa CI m aka 
pada tanggal 27 Oktober 2004, S1 m enawarkan dir i untuk 
menjadi m ediator guna m em usyawarahkan m asalah penyitaan 
ini kepada Polda Bali.  

7. Tanggal 28 Oktober 2004 S1 datang ke Bali dan langsung 
menem ui Wakapolda didampingi oleh S2. Suatu hal yang sangat 
t idak diharapkan terjadi, Polda just ru mengancam S2 dengan 
mengatakan akan m elakukan penangkapan atas dugaan 
keterlibatan S2 pada kegiatan CI.  

8. Pada saat yang bersam aan P1 diperiksa T2 sebagai Tersangka 
tanpa didampingi Penasihat Hukum . Setelah proses yang 
panjang, P1 dim inta untuk datang kembali keesokan harinya 
agar membawa bukti-bukti surat berupa Invoice.  

9. Tanggal 29 Oktober 2004 P1 datang m emenuhi perm intaan 
Penyidik dengan m embawa I nvoice hingga pem eriksaan selesai. 
Pem eriksaan tersebut berlangsung selam a 2 (dua) hari namun 
dalam BAP t idak dicantum kan dengan jelas, seolah-olah selesai 
dalam satu hari pada tanggal 28 Oktober 2004 (B-12). Sebagai 
Tersangka, P1 t idak m endapat Turunan BAP sepert i yang diatur 
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dalam KUHAP m eskipun hal itu telah berulang kali dim inta P1 
kepada penyidik baik secara langsung m aupun m elakui kuasa 
hukum nya yang diberi wewenang khusus untuk itu. Bahkan 
hingga saat ini, P1 belum mendapatkan Turunan BAP tersebut.  

10. Sekitar awal November 2004 S1 datang lagi ke Bali 
bersama seseorang dikenalkan sebagai advokat. CI menanggung 
biaya per jalanan. Mereka berdua m enawarkan jasa rekonsiliasi 
dengan menghadap ke POLDA lagi. Hasilnya di hotel tem pat 
menginap S1 m enyam paikan kepada P3, S4 dan S5 bahwa 
untuk m enutup kasus yang dialam i CI diperlukan dana sebesar 
US$ 14,000.00 (em pat belas r ibu dolar am erika) yaitu US$ 
70,000.00 untuk jasa S1 dan US$ 70,000.00 lagi untuk diberikan 
kepada oknum di POLDA.  

11. Muncul pemberitaan bohong yang simpang siur di berbagai 
media lokal mengut ip keterangan dari T6. Hal tersebut sangat 
mencem arkan nama baik CI karena mencantum kan ident itas 
dan alamat lengkap serta inisial P1 sebagai pem ilik. Tanpa 
memperhatikan asas Praduga tak Bersalah T6 m elakukan 
Trial by The Press sehingga m uncul anggapan masyarakat 
term asuk calon pelanggan terhadap CI (B-13,14,15). Fitnah 
disampaikan melalui media m assa dengan m engatakan bahwa 
CI adalah I SP gelap yang ditert ibkan bahkan dikatakan CI 
melakukan percurian data satelit padahal semua pernyataan T6 
tersebut tanpa didukung bukt i yang akurat . Sejak pem beritaan 
itu CI merasa terancam.  

12. Pemerasan dilakukan oleh oknum Kanit pada Hari Kam is 
tanggal 4 Nopember 2004.  Siang hari T2 m enelpon P1 agar 
bersama P2 datang ke BB pada pukul 20: 00 WI TA m enem ui T2 
untuk mem bicarakan kem ungkinan menutup kasus. Sepert i 
biasa tanpa bekal kem am puan dan pengetahuan yang cukup 
mem adai selaku penyidik T2 mem buat pernyataan bahwa 
seharusnya CI menggunakan nam a yang sam a dengan PLB 
apabila ingin menjalankan usaha di Bali. Tentu saja dengan 
penuh keheranan P2 t idak dapat mem bayangkan ada 2 
perusahaan berbentuk PT dengan nam a sama tapi kepem ilikan 
berbeda; satu di Jakarta dan satu lagi di Bali. Nam un dengan 
bersikeras T2 tetap berpendir ian bahwa hal itu harus dilakukan 
CI sebagai syarat utama jika tetap ingin berusaha di Bali. 
Setelah m enunjukkan isi otaknya yang kosong, T2 meminta 
dana untuk menutup kasus kepada P1 sebesar Rp 100.000.000,- 
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(seratus juta rupiah) . Dikatakan T2 bahwa uang tersebut adalah 
untuk diberikan kepada atasannya di POLDA Bali.    

13. Atas saran Konsulat Jerman, kam i menunjuk seorang 
advokat guna mem bantu kam i m enyelesaikan masalah tersebut . 
Advokat tersebut berjanj i untuk m enyelesaikan kasus dalam 
seminggu dengan cara bernegosiasi dengan penyidik nam un 
setelah 3 ( t iga) m inggu bernegosiasi t idak mencapai 
kesepakatan harga. Ada hal lain yang m enunjukkan adanya 
pem erasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap CI karena 
sebelum kam i m enggunakan jasa advokat tersebut , penyidik 
dengan penuh sem angat m elakukan int im idasi terhadap CI 
nam un selam a proses negosiasi harga dam ai, penyidik sam a 
sekali t idak m elakukan upaya penyidikan apapun tetapi 3 ( t iga) 
m inggu kem udian setelah negosiasi gagal dan CI m enunjuk 
advokat baru yang t idak ingin bernegosiasi m aka para penyidik 
kembali melakukan intimidasi terhadap CI.  

14. Setelah 3 ( t iga) bulan sejak dim ulainya penyidikan, belum 
ada pelimpahan kasus kepada Penuntut Um um . Berbagai alasan 
disampaikan para penyidik untuk m engulur-ulur waktu 
penyelesaian kasus ini, antara lain; para penyidik sedang 
menjalani pendidikan dan pelat ihan selam a seminggu, akan 
memanggil saksi-saksi dari Jakarta, kesibukan polisi sehubungan  
Munas Golkar di Bali, kesibukan pengam anan Tahun Baru, orang 
tua Kanit m eninggal dunia, wadir dan direskrim t idak ada di Bali 
dan m asih banyak alasan t idak masuk akal lainnya. Segala 
alasan tersebut adalah karena urusan intern Polda Bali, bukan 
dikarenakan CI nam un karena proses penyidikan dan terutam a 
karena penyitaan yang dilakukan penyidik m aka CI telah 
mengalam i kerugian yang sangat besar akibat proses yang 
berlarut- larut.  

15. Pada set iap Surat Panggilan dicantum kan alasan 
pem anggilan dengan mencantum kan Pasal 47 UU no.36 tahun 
1999 yaitu CI diduga t idak m emiliki ij in menjalankan usaha ISP 
nam un setelah waktu penyidikan yang panjang akhirnya 
penyidik m enyadari bahwa praktek subnet yang dilakukan CI 
dibenarkan m enurut aturan APJI I bahkan Penuntut Umum pun 
mengem balikan berkas kepada penyidik karena t idak cukup 
bukti. Namun sikap penyidik yang t idak mem ahami aturan 
hukum namun arogan yang sejak awal ditunjukkan kem bali 
dipertahankan. Penyidik m encari-cari alasan lain agar dapat 
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menim bulkan m asalah bagi CI dengan mem bawa kasus ke m eja 
hijau. Salah satu sikap t idak profesional yang ditunjukan 
penyidik yaitu saat penyidik menyatakan bahwa bentuk badan 
hukum CV.CI t idak diperkenankan m enjalankan usaha ISP 
karena harus berbentuk badan hukum PT dengan alasan ada 
aturan yang mensyaratkan bentuk perseroan. Menurut penyidik, 
CV adalah bukan perseroan. I ni adalah hal terbodoh yang 
ditunjukkan penyidik karena Vennootshap art inya adalah 
perseroan. 
Kemudian penyidik melanjutkan lagi penyidikan dengan fokus 
kepada m asalah sert ifikasi alat yang digunakan CI . Padahal 
penyidik mengetahui bahwa CI belum menggunakan alat 
tersebut serta m em beli dari TDS yang telah belasan tahun 
menjual alat -alat telekom unikasi. Penyidik bersikeras 
melimpahkan kasus ini kepada Penuntut Umum padahal penyidik 
belum melakukan pemeriksaan terhadap TDS. Proses penyidikan 
menjadi sim pang siur dan t idak terarah. Hingga saat ini Penyidik 
t idak pernah m enyampaikan Dasar Penyidikan baik kepada CI 
maupun P1.  

16. Selam a proses penyidikan tersebut para polisi m elakukan 
tekanan terhadap diri pribadi sebagai berikut:  

 

Terhadap P1

 

- Tanpa bukt i perm ulaan yang cukup m engenai keabsahan 
kerjasam a subnet , penyidik telah m enetapkan status Direktur 
Utama sebagai Tersangka. Sebagai seorang wanita yang tidak 
pernah bermasalah dengan kepolisian tentu saja hal tersebut 
merupakan tekanan mental yang sangat berat.  

- Pemeriksaan pertama dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-
turut dalam 1 (satu) BAP dan Penyidik m engetahui Surat 
Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa pada 2 (dua) 
hari itu P1 dalam keadaan sakit dan perlu ist irahat . Hingga 
saat ini P1 t idak m enerima turunan BAP walaupun telah 
berulang kali diupayakan untuk m endapatkannya. Penyidik 
sengaja mem persulit P1 untuk m endapatkan haknya 
m emperoleh turunan BAP karena banyak kejanggalan lainnya 
dalam BAP tersebut . P1 seolah-olah hapal seluruh data dan 
kata pada invoice TDS. Nam pak bahwa seluruh pernyataan 
dan jawaban P1 diarahkan oleh orang lain.  

- Surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai 
TERSANGKA untuk kedua kalinya disampaikan penyidik Polda 
Bali kepada tetangga P1 pada hari libur/ diluar jam kerja. Hal 
tersebut telah m encemarkan nam a baik P1 (B-16). 
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I nterogasi dilakukan penyidik T4 dengan tekanan m elalui 
suara keras dan mem bentak-bentak di hadapan anak 
perempuan P1 dan P2 yang masih berusia dibawah umur. 

- T5 melakukan aksi teror dengan m enelpon P1 pada Hari Rabu 
tanggal 22 Desember 2004 pukul 08: 40 yang m aksudnya 
m enyuruh P1 datang ke Polda Bali untuk waj ib lapor set iap 
Hari Senin dan Kam is kalau t idak ya I bu taulah akibatnya . 
Padahal penyidik yang lebih senior yaitu T3 telah 
m enyanggupi kepada Kuasa Hukum tersangka bahwa untuk 
perintah wajib lapor akan disampaikan secara tertulis. 

- Tekanan juga disampaikan T3 dan T4 dihadapan banyak saksi 
( suam i dan karyawan P1) mengatakan bahwa akan mem buat 
Surat Perintah Penahanan untuk P1.  

 

Terhadap P3

 

- Pemeriksaan terhadap P3 pertam a kali dilakukan tanpa 
surat panggiglan nam un hanya secara lisan tetapi 
interogasi dilakukan hingga pukul 24:00 WITA. 

- Untuk pemeriksaan kedua, T1 m elakukan panggilan untuk 
hadir pada tanggal 2 3 Desem ber 2 0 0 4 (B-17). P3 
diinterogasi oleh 3 ( t iga) penyidik (T2, T3 dan T4) secara 
m araton (hal tersebut tertuang dalam BAP) , T3 berter iak-
teriak dengan beralasan bahwa itu m em ang sudah logat 
bicaranya. Kem udian pada hari yang sama pula (23 
Desem ber 2 0 0 4 ) orang yang sama yaitu T1 mem anggil 
P3 kem bali untuk hadir pada hari berikutnya (B18). 
Nampak secara kasat m ata bahwa hal ini adalah bentuk 
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik guna 
melakukan penekanan terhadap P3.  

 

Bahwa kasus ini telah dijadikan m edia uj i coba dan CI sebagai 
kelinci percobaan.  

- Penyidikan terhadap I nternet Service Provider ( I SP) yang diduga 
tidak memiliki ijin merupakan hal baru di Indonesia. Pertama kali 
ter jadi di Jogjakarta dan yang saat ini dilakukan terhadap CI 
merupakan yang kedua di I ndonesia. Sebagai kasus yang 
pertam a kali terjadi di Bali dapat dimaklum i para penyidik t idak 
memiliki pengalam an bahkan pengetahuan dan pem aham an 
yang cukup terhadap perist iwa yang ter jadi, peraturan yang 
berlaku dan penerapan peraturan pada peristiwa tersebut.  

- Terhadap t indakan sewenang-wenang oleh aparat penegak 
hukum tersebut , S3 menaruh sim pat i kepada CI dan 
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menyarankan CI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Komnas 
HAM. Sebagai salah seorang pendir i ISP besar, S3 sangat 
menyesalkan sikap penyidik apalagi diketahui bahwa CI bahkan 
belum melakukan kegiatan ISP (B-19).  

- Menunjuk pada kasus serupa yang terjadi di Jogjakarta, 
penyidikan t idak dilanjutkan (B-20). Kepolisian dan Pem erintah 
(DirJen PosTel) mem berikan perm aklum an atas 
kekurangpaham an pengusaha mengenai aturan tentang 
perij inan. Di lain pihak, para pengusaha berjanj i untuk segera 
melengkapi syarat perijinan yang seharusnya.  

- Berdasarkan Undang-undang, Pem erintah m elakukan pem binaan 
terhadap penyelenggara telekomunikasi. Dalam hal ini DirJen 
PosTel melakukan pembinaan pada tanggal 23 Septem ber 2004. 
Pada pertemuan tersebut Balai Monitor Denpasar mengatakan 
bahwa akan m elanjutkan pem binaan tersebut hingga beberapa 
bulan kedepan.  
Ditegaskan lagi oleh S2 bahwa t im t idak akan m elakukan 
sweeping (penert iban) terhadap penyelenggara telekom unikasi 
dalam masa beberapa bulan setelah pem binaan yang pertam a 
kali dilakukan dengan undangan sem inar tersebut . Tim tersebut , 
term asuk didalamnya adalah: 2 jaksa pada Kejaksaan Tinggi 
Bali, 2 pejabat pada Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan 2 
perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS.  
Nam un yang dilakukan penyidik dalam kasus ini adalah 
penert iban pada waktu belum sam pai satu bulan sejak 
pem binaan tersebut . Terhadap t indakan itu, S2 pun 
menyam paikan rasa terkejutnya. Tidak ada koordinasi antara 
penyidik dengan tim tersebut (B-21).   

- Peraturan yang m ensyaratkan I SP harus memiliki ij in m enjadi 
alasan penyidik m elakukan; penggeledahan, penyitaan dan 
pem eriksaan saksi/ tersangka. Nam un setelah m engetahui 
ternyata CI m emilik ij in I SP sebagai subnet PLB, kemudian 
selama dua bulan lebih hingga saat ini sibuk m encari-cari 
kesalahan lain pada CI . Padahal, kem bali pada peraturan yang 
berlaku, pengem bangan penyidikan m engarah kepada hal-hal 
yang bukan merupakan tanggung jawab CI sebgai ISP. 
Penyelenggaraan telekomunikasi oleh CI hanyalah sebatas 
I nternet Service Provider ( I SP) yaitu penyelenggaraan jasa 
akses internet sebagai bagian dari jenis penyelenggaraan jasa 
mult imedia. Dan untuk itu CI telah m emiliki ij in sebagai subnet 
yang berhak atas ij in ISP di wilayah Bali, Nusa tenggara Barat 
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dan Nusa Tenggara Tim ur. Sesuai asas legalitas dalam Hukum 
Pidana I ndonesia, hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena 
t idak ada kalusula hukum yang secara tegas/ jelas m elarang 
kerjasam a subnet . Sebaliknya, just ru ada ketentuan yang 
membolehkannya.  

- Berdasarkan Bab VI I I (Pasal 90-94) PP No.52 tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, APJI I m erupakan 
Lem baga sem i pem erintah yang kepengurusannya dikukuhkan 
oleh Menteri. APJI I mem punyai fungsi: m enghimpun pendapat , 
pem ikiran dan pandangan m asyarakat tentang pengem bangan 
pertelekomunikasian; mengkaj i dan merum uskan pendapat yang 
berkem bang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan 
atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan 
dan penyelenggaraan telekom unikasi. Berkaitan dengan praktek 
subnet , APJI I dalam Standard Layanan I nternet Resources 
menyatakan bahwa I P Address di-assign berdasarkan kebutuhan 
teknis bukan bandwith sehingga m em bolehkan adanya 
subnet / franchise/ reseller. Hal ini dinyatakan oleh APJI I yang 
merupakan kum pulan orang-orang ahli intelektual di bidang 
telekom unikasi [ Pasal 91(1e) ] . Dapat disim pulkan terhadap 
kerjasam a subnet ini adalah bahwa TI DAK ADA aturan hukum 
yang m elarang subnet TETAPI ADA aturan hukum yang 
membolehkan  

- Penyidik telah m elakukan pem eriksaan tehadap 6 (enam) ISP 
lainnya yang berada di Bali. Hasilnya diketahui bahwa ke-6 ISP 
tersebut sam a sekali t idak

 

mem punyai ij in bahkan ada yang 
memiliki lebih dari satu alat sepert i m ilik CI yang disita penyidik. 
Nam un terhadap 6 (enam) I SP tersebut t idak dilakukan 
penyidikan lebih lanjut sepert i yang dialam i CI . Setelah 
penyitaan terhadap CI , barulah 2 (dua) dari 6 (enam) ISP 
tersebut mendaftarkan perm ohonan perij inan. Hanya sebatas 
pendaftaran permohonan.  

Setelah melalui proses yang sangat panjang dan lama maka pada 
tanggal 17 Maret 2005 berkas penyidikan dilim pahkan kepada 
penuntut um um T7 dan T8 di Kejaksaan Tinggi Bali. Namun sam a 
halnya sepert i perbuatan kr im inal yang dilakukan para aknum polisi di 
Polda Bali m aka pada tahap ini para oknum jaksa juga m elakukan 
perbuatan kriminal terhadap P1. 

 

Saat pelim pahan T8 melakukan pelecehan/ penghinaan yang 
merendahkan derajat dan m artabat P1. T8 m enanyakan hal-hal 
yang t idak m enjadi m ateri Berita Acara Pelim pahan yaitu 
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mengenai status perkawinan P1 dan P2 juga hubungan anak 
dengan P1. T8 mem berikan komentar yang sangat menyinggung 
perasaan P1 karena m erendahkan status wanita Bali yang hidup 
berkeluarga dengan pria asing. 

 
Selanjutnya T8 mem berikan berkas kepada T7 di Kejaksaan 
Negeri Denpasar untuk dilanjutkan proses pelimpahannya. T7 
melakukan pengancaman kepada P1 melalui S8 untuk m elakukan 
penahananan. 

 

S8 m enyampaikan bahwa t idak cukup alasan untuk m elakukan 
penahanan karena; Barang bukt i telah disita, sehingga P1 t idak 
mungkin mengulangi lagi perbuatannya, selama proses penyidikan 
di Polda Bali P1 t idak pernah m elalaikan waj ib lapor 2 (dua) kali 
sem inggu, P1 memiliki aset , keluarga dan leluhur di Bali sehingga 
t idak ada niat sedikitpun untuk melarikan dir i meninggalkan Bali. 
Nam un T7 m engatakan bahwa secara objekt if m emang dem ikian 
tetapi penilaian subjektif T7 dapat membuat P1 ditahan. 

 

T7 m enawarkan kerjasam a apabila P1 m em berikan uang sebesar 
Rp 4.000.000,- (em pat juta rupiah) kepada T7 maka penilaian T7 
akan berubah dan t idak akan m enahan P1. Karena ketakutan 
akibat tekanan tersebut akhirnya P1 memberikan uang yang 
diminta.  

Dem ikian laporan pengaduan ini saya sampaikan dengan sejujurnya 
dan saya buat tanpa ada pengaruh / tekanan dari pihak manapun.  

Hormat Saya,      

(Harald Bleckert)    

Indeks Daftar Nama dan Bukti Surat

   

P: Pelapor  T: Terlapor   S: Saksi  B: Bukti   

Daftar Nama:  

CI : CV. Candi Internet 
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PLB : PT. Pasifik Lintas Buana (VIP.net) 
BL : Blue Line. ISP yang merupakan pesaing bisnis CI di Bali 
TDM : PT. Telemedia Dinamika Sarana 
BB : Bali Bakery di jalan Hayam Wuruk  Denpasar  
P1 : Sang Ayu Made Karnasih (direktur utama CV. Candi internet) 
P2 : Harald Bleckert (Business Development Manager CV. Candi 
Internet) 
P3 : I Made Karta Susila (teknisi CV. Candi Internet) 
T1 : AKBP Edy Suswanto, Sik (Kasat Opsnal 1 Reskrim) 
T2 : AKP Tri Kuncoro (Ka Unit Cyber Crime) 
T3 : Idodo Simangunsong (Wa Unit Cyber Crime) 
T4 : Iptu Ahmad Jaelani (Pa Unit Cyber Crime) 
T5 : Zulfikar (Unit Cyber Crime) 
T6 : Kombes AS Reniban (Kabid Humas Polda Bali) 
T7 : Ida Bagus Wiswantanu, SH 
T8 : Suhadi, SH 
S1 : Ibu Judith (ketua Asosiasi Warnet Indonesia) Awari di Jakarta 
S2 : Ir. Slamet Wibowo, MM (Kepala Balai Monitoring Bali) 
S3 : Philip Soelistio (pendiri ISP Indo.net) 
S4 : Richy Santosh (karyawan CV. Candi Internet) 
S5 : Awan (karyawan CV. Candi Internet) 
S6 : R. Azhari, SH (advokat Sang Ayu Made Karnasih dan karyawan 
CI lainnya)   

Daftar Bukti Surat:  

B-1 : Akta Notaris Pendirian CV. Candi Internet 
B-2 : CV. Prim anusa I nfodata (Subnet PT. I ndonet yang berada di 
Makasar) 
B-3 : Ijin ISP milik PT. Pasifik Lintas Buana (VIP.net) 
B-4 : Perjanjian Kerja Sama Subnet antara PLB dan CI 
B-5 : Undangan Sosialisasi Peraturan oleh Balai Monitor 
B-6 : Ketentuan APJII tentang subnet/franchise/reseller 
B-7 : Tanda Terima penyerahan barang 
B-8 : APJI I : Kasus Jogja dan Bali Bukt i Lem ahnya Pem binaan Postel 
(detik.com) 
B-9 : Dianggap Ilegal, Perangkat ISP Bali Disita Polisi (detik.com) 
B-10 : ISP Bali Bersedia Patuhi Perijinan (detik.com) 
B-11 : Surat Panggilan kepada P1 sebagai Tersangka 
B-12 : Fotokopi Konsep BAP Tersangka 
B-13 : Harian Nusa Tenggara, Polda Sita Penyadap Data Satelit

 

B-14 : Harian Radar Bali, Penyedia ISP Gelap Ditertibkan

 

B-15 : Harian DenPost , Polda Bali Gerebek Warnet Ilegal
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B-16 : Surat Panggilan kepada P1 untuk Mem berikan Keterangan 
Tambahan 
B-17 : Surat Panggilan kepada P3 untuk Interogasi Kedua 
B-18 : Surat Panggilan kepada P3 untuk Interogasi Ketiga 
B-19 : E-mail S3 kepada P2 
B-20 : Berita hukumonline.com 
B-21 : Surat IndoWLI perihal Pengaduan  
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